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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara

cerai talak antara:

PEMOHOHON,  NIK XXXXXXXXXXXXXX,  Tempat tanggal  lahir  Ngursoin,  10

Agustus  1976,  agama  Islam,  ,  pendidikan  terakhir  SLTA,

Pekerjaan  Wiraswasta  ,  bertempat  tinggal  di  Ohoi  Elaar

Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku

Tenggara Propinsi Maluku Nomor HP. 081240814629, dalam hal

ini  berdomisili  elektronik  dengan  alamat  email  :

jumadiyeubun174@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON,  NIK  XXXXXXXXXXXXXX,  Tempat  tanggal  lahir  Langgur,  23

Maret 1979 agama Islam, umur 45 tahun, pendidikan terakhir S2,

pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), beralamat  di  Asrama

Kodim  1503,  Ohoi  Watdek,  Kecamatan  Kei  Kecil Kabupaten

Maluku Tenggara Propinsi Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal  16 November

2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Tual  dengan  Nomor  83/Pdt.G/2020/PA.Tul,  tanggal  16

November 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1.  Bahwa  pada  tanggal  11  Januari  2009  telah  dilangsungkan  perkawinan

antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan tuntunan ajaran agama Islam.  Perkawinan tersebut  telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten

Maluku  Tenggara  sebagaimana  tercatat  dalam  Akte  Nikah  No.

XXXXXXXXXXXXXXtertanggal 11 Januari 2009; 

2.  Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di  rumah

kediaman bersama   di  Ohoi  Elaar  Ngursoin,  Kecamatan Kei  Kecil  Timur

Selatan Kabupaten Maluku Tenggara hingga berpisah; 

3.  Bahwa  selama  perkawinan  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon  telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai Anak; 

4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun

dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 23 April 2018 mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada

harapn akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

   Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  menikah  selama  11  tahuhun  belum

memiliki keturunan. 

  Bahwa  Termohon  sering  keluar  rumah  atau  keluar  daerah  tanpa

sepengetahuan dan ijin  Pemohon. 

  Termohon sudahtidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. 

 5.  Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon

sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya

pada  bulan  Februari  2019  yang  mengakibatkan  antara  Pemohon  dan

Termohon  pisah  pisah  tempat  tinggal.  Sejak  itu  antara  Pemohon  dan

Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi

serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin; 

6.  Bahwa pihak keluarga Pemohom dan Termohon sudah menasehati  serta

telah  berupaya  mendamaikan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon,

namun tidak berhasil; 

7.  Bahwa  dengan  kondisi  rumah  Pemohon  dan  Termohon  yang  demikian

adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan
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jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai ini  ke Pengadilan

Agama; 

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  maka  Pemohon  mohon  kepada

Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon; 

2. Menetapkan,  memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan

sidang Pengadilan Agama Tual; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

menurut relaas Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tul tanggal 17 November 2020 dan

26 November 2020 yang dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidak

hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara

ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas pertanyaan Hakim,

Pemohon  menyerahkan  asli  surat  permohonan  cerai  talak  dan  asli  surat

persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut

dicocokkan  dengan  dokumen  yang  diupload  pada  aplikasi  e-Court,  lalu

diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena

dalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangan, meskipun

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  maka  pemeriksaan  perkara  ini

dilaksanakan  tanpa  hadirnya  Termohon,  maka  permohonan  Pemohon untuk
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beracara  secara  elektronik  tidak  bisa  terlaksana  di  Pengadilan  Agama

Surabaya  (Perma  Nomor  1  Tahun  2019  dan  Keputusan  KMA  Nomor

129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.  Surat:

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  Nama  PEMOHOHON  Nomor

XXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh

Kantor Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara,  bukti  surat  tersebut

telah  diberi  meterai  cukup,  dinazegelen  pos  dan  telah  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1; 

2.  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXXXXXXXXXXXXXTanggal  11

Januari  2009,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan Kei  Kecil,  Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi  Maluku,

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  lalu oleh

Hakim diberi tanda P2; 

B. Saksi:

1. SAKSI I,  umur 42 tahun,  agama Islam,  pekerjaan Petani,  bertempat

tinggal di Ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku

Tenggara,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon  dan  memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon; 

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada

tanggal  11  Januari  2009  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan  Kei  Kecil,  Kabupaten  Maluku  Tenggara,  Propinsi

Maluku; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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- Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon tinggal  bersama di  rumah kediaman bersama   di  Ohoi

Elaar  Ngursoin,  Kecamatan  Kei  Kecil  Timur  Selatan  Kabupaten

Maluku Tenggara;

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Pemohon dan Termohon belum

dikaruniai anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang

lebih  sejak  23  April  2018  sudah  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi

pertengkaran; 

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi

mengetahui dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab  ketidak

harmonisan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  disebabkan

karena  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  belum  dikarunia

keturunan, Termohon sering keluar rumah atau keluar daerah tanpa

sepengetahuan  dan  ijin  Pemohon,  dan  Termohon  sudah tidak

menghargai  Pemohon  sebagai  kepala  rumah  tangga,  ketika

dinasehati selalu melawan;

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Pemohon dan Termohon sudah

pisah  rumah sejak  Februari  2019  sampai  dengan  sekarang  dan

sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

2. SAKSI II,  umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat

tinggal di Ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku

Tenggara,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:
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 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon; 

 Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri  yang  sah  yang  menikah  pada  tanggal  11  Januari  2009  di

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Kei  Kecil,  Kabupaten

Maluku Tenggara, Propinsi Maluku; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama  di  Ohoi

Elaar  Ngursoin,  Kecamatan  Kei  Kecil  Timur  Selatan  Kabupaten

Maluku Tenggara;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Pemohon  dan

Termohon belum dikaruniai anak.;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah  tidak  lagi  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran   sejak  April  2018  yang  mengakibatkan  antara

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2019

sampai  dengan sekarang dan selama berpisah antara  Pemohon

dan Termohon tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi

mengetahui dari pengaduan Pemohon;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran

Pemohon  dan  Termohon  disebabkan  karena  Pemohon  dan

Termohon menikah selama 11 tahuhun belum memiliki keturunan,

Termohon  sering  keluar  rumah  atau  keluar  daerah  tanpa

sepengetahuan  dan  ijin  Pemohon,  dan  Termohon  sudah tidak

menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.; 

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Pemohon

dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya

lebih baik bercerai; 
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Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap  pada  permohonan  dan  mohon  putusan  yang  mengabulkan  tuntutan

Pemohon; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  dengan  Pemohon  menyerahkan  asli  surat  surat

Permohonan Cerai  Talak dan asli  surat persetujuan prinsipal untuk beracara

secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim

menyatakan  bahwa  perkara  yang  dilakukan  melalui  elektronik  tidak  bisa

terlaksana  karena  tidak  adanya  pertsetujuan  daripada  Termohon,  maka

Permohonan Cerai  Talak   Pemohon dinilai  tidak sah untuk  beracara  secara

elektronik  di  Pengadilan  Agama  tual  (PERMA Nomor  1  Tahun  2019  dan

Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon,  meskipun  dipanggil  secara

resmi  dan  patut,  tidak  datang  menghadap  di  muka  sidang  dan  pula  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa Termohon yang dipanggil  secara resmi  dan patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Islam, Hakim Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
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mungkin  menasehati  Pemohon  untuk  bersabar  agar  bisa  membina  rumah

tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu

perkara ini harus segera diputuskan;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  maka  sesuai

Pasal  4  angka (2)  huruf  b  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  perkara  ini

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Rbg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Hakim  membebani

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonanya tersebut,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta  2 (dua) orang

saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,

telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  bukti  surat

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  mengenai  tempat

kediaman  Penggugat,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti

bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual,

dengan  demikian  Pengadilan  Agama  in  casu Pengadilan  Agama  Tual

berwenang  untuk  memeriksan  dan  mengadili  permohonan cerai  talak yang

diajukan  Penggugat (Vide Pasal  49 dan Pasal  73 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti  P2 merupakan akta otentik, telah bermeterai

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga
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sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 11 Januari 2009  ; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio

memiliki  legal  standing  sehingga  Pemohon  dapat  dinyatakan  sebagai  pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Hakim perlu mendapatkan keterangan

pihak  keluarga  dan  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  isteri  itu

tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat

Pemohon  dan  atau  Termohon  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

sudah  dewasa  serta  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  308  Rbg  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  saksi  Pemohon  bersesuaian  dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  2  saksi  Pemohon,  terbukti  fakta

kejadian sebagai berikut:
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1. Bahwa sejak 23 April 2018 antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  pernikahan

Pemohon  dan  Termohon  selama  II  tahun  belum  dikarunia  keturunan,

Termohon sering pergi tanpa pamit dan izin dari Pemohon dan Termohon

tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

2. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak Februari 2019

yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah

berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-

masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa,  baik  Hakim  hakim  dalam  persidangan,  maupun  pihak

keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon

dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena

Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  pernikahan  adalah  suatu  ikatan  yang  kuat

(mitsaaqon  ghaliidhan)  yang  memiliki  nilai  ibadah  untuk  memenuhi  perintah

Allah Swt.dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan

rohmah  sebagaimana  tujuan  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  (Pasal  1

Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 jo  Pasal  3  Buku I  Kompilasi  Hukum

Islam);

Menimbang,  bahwa berdasarkan hasil  rapat  pleno kamar  tahun 2013

yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA Nomor

4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga

sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain, sudah ada upaya

damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami

dan  istri,  salah  satu  pihak  atau  masing-masing  pihak  meninggalkan

kuwajibannya  sebagai  suami-istri,  telah  terjadi  pisah  ranjang/tempat  tinggal

bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti  adaya

wanita idaman lain, pria idaman lain atau kekerasan dalam rumah tangga, main

judi dan lain-lainnya);

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan  kondisi  rumah  tangga

Pemohon dengan Termohon,  keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah

memenuhi kriteria  broken marrage atau retak sedimikian rupa, tidak terwujud

lagi satu kehidupan rumah tangga yang sakinah ,awaddah wa rahmah padahal

salah  satu  unsur  penikahan  adalah  ikatan  lahir  bathin  dan  apabila  unsur

tersebut tidak tersewujd lagi,maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh

dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang

sedemikian  rupa dikhawatirkan akan timbul  kemudhorotan yang lebih  besar,

padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, hal ini

sejalan  dengan  kaidah  fiqih  dalam  kitab  Al-Idhoh  al-Qawai’idul  Fiqih  yang

disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa’id Muhammad ‘Ubbadi Al-Lahji halaman

44, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, dinyatakan bahwa:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درأ

Artinya: “menolak mafsadat lebih utamakan dari pada menarik maslahat.”

Menimbang  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  MARI  Nomor

1287/K/Ag/1999 tanggal 8 Juni Maret 1999 mengandung kaidah hukum apabila

suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcokan yang

terus  menerus,  semua  usaha  perdamaian  yang  dilakukan  tidak  berhasil

menyatukan lagi,  begitu  pula berdasarkan Yurisprudensi  MARI  Nomor :  397

K/AG/1995  tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami

istri  tidak  tinggal  serumah  lagi  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun

kembali,  maka  rumah  tangga  telah  terbukti  retak  dan  pecah  dan  telah

memenuhi alasan, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  keduanya  telah  pisah

tempat  tinggal  sejak  Februari  2019  hingga  sekarang  serta  sudah  tidak  ada

harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Hakim

berkesimpulan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  benar-benar

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan

dalam  satu  rumah  tangga  sehingga  mempertahankan  rumah  tangga  yang

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

yang  dikehendaki  dalam Al-Qur'an  Surat  Ar-Rum:  21  dan  Pasal  1  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  Hakim  Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

 Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,  maka  petitum

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; 

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh

Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali,  terkecuali suami merujuk isrtri

selama istri masih dalam iddah;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;  

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHOHON)  untuk

menjatuhkan talak satu  raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON)  di  depan

sidang Pengadilan Agama Tual;  

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp.266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);  

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari  Kamis,

tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi’ul Akhir

1442 Hijriyah, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hakim  tersebut  dengan  dibantu  oleh  Rugaya  Raharusun,  S.HI., sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rugaya Raharusun, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  50.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp.  150.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai : Rp.            6.000  ,00  

Jumlah Rp. 266.000,00 

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


